PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 22 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENUAFATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2009
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang ftidek sesual dengan
asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran
antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja. keadaan
yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan uniuk pembiayaaan dalam tahun anggaran beralan, maka
petlu diadakan Perubahan AFPBD tahun anggaran 200€;

bahwa sehubungan dengan hal tersebul pada huruf a, Perubahan APBD
tahun anggaran 2009 perlu ditetapkan dengen peraturan daerah ;

. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1850 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propins Jawa Tengan |

. Undang-undang Nomar 12 Tahun 1986 fentang Pajak Bumi dan Bangunan

(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan | embaran Negara
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Noemor
12 Tahun 1994 teniang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1985 tertang Pajak Bum dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Namor 82, Tambhahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 356€) ;

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1897 tentang Pajak Daerah dar

Retribusi Daesrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoresia Nomor 2685)
sebagaimana telan diubah dengan Undang-Undang Nomoer 34 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah (| embaran Negara Hepublik Indonesia Tahur 2000 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1897 tenlang Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan (L embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Repubilis Indonesia Nomor 368E),



5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Urdang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Urndang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2004
Nomar 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Repuklik
Indonesia Tahun 2004 Nomeor 66, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 4400);

10.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

11.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemernntahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggant Undang-Undang
Namor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dagrah menjadi Undang-Undang
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4548);

12.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusal dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

13.Undang-undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Fajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tshun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 668 Tahun 2001 lentany Retibusi Daerah
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4138);



16.Peraturen Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Prolokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewarn Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nemor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomar 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indoresia Nomor 4712);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
NMomor 4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akunlansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Deerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomer 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2005
NMomor 13B, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor
4576);

22 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indunesia Nomor 4577);

23.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 fentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

24 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Psnerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585),

25.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemarintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan | embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614):

26.Peraluran Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 88, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia MNomor
4741),



Menetapkan

27.Peraiuran Dasrah Kabupalen Banyumas Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
Anggaran 2009 (lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008
Nomor 1 Seri A),

28. Peraturar Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2008 lTentang
Pedoman Pencelclaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 20C9 Nomor 2 Sen E);

2¢. Peratwuran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panang Dacrah Kabupaten Banyumas
Tahun 2005-2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4
Sern E).

30. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahur 2009 Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 2 Sen A).

[engan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN EANYUMAS TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  BELANJA  DAERAH  TAHUN
ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berjumiah
Rp 17112315891905,72 bertambah/berkurang ssjumlah Rp 43.728.42277265 sehingga
" menjadi Rp 1 155.045.314.678,37 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp 004.245.891.90572
b. Bertambah/ (berkurang) Rp 36.209.868 136,28
Jumlah Pendapatan setelah
Perubahan Rp 1.030.455.76C.042,00
2. Belanja
a. Semula Rp 1.112.315.801.905,72
b. Bertambah/ (berkurang) Rp 43729422 772 65
Jumlah Belanja sete'ah perubahan Rp 1156045314 678,37
Surplus/ (Defisit) setalah B
perubahan Rp  (125.589.554.636,37)



3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1) Semula Rp 12%5.400.000.000,00
2) Eertambah/ (berkurang) Rp 15.010.554.636 37

Jumlah Penerimaan setelah

perubahan Rp 140419.554 636,37

b. Pengsluaran

1) Semula Rp 7.330.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 7.500.000.000,00

Jumlah Penggluaran selelah perubahan Ro  14.830.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp 125.569.554.635,37
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah
1) Semula Rp 101.413.857.712,95
2) Bertambak/ (berkurang) Rp 27.850.275.316,05
Jumian Pendapatan Asli Daeran setelah perubahan  Rp  128.264.133.029,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp 822.443.22450277
2) Bertambah/ (berkurang) Rp  3.430.592.82023
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp 825873.817.413,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1)  Semula Rp 70.388.809.600,00
2] Bertambah/ (berkurang) Rp  4.929.000.000,00
Jumiah lain-lain pencapatan daerah
yang sah sctelah perubahan Rp 75317 .809.600.00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pendapatan :
a. Pajak Daerah
1) Semula Rp 18.755.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 580.000.000.00
Jumiah Pajak Daerah setelah perubahan Re 19.335.000.00C,0C
b. Retrbusi Daerah
1) Semula Rp 66 122.256.690,00
2) Berlambah/ (berkurang) Rp 15545.318.980,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp  B1BBB&7H670,00
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c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp  5.625.043.940,00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp (31.076.827,C0)
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan setelah perubahan Rp £.583.967.113,00

d Lain-ain pendapatan asli dasrah yang sah

1) Semula Rp 10911557 082,95

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 11.758.033.163,05

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

setelah perubahan Rp 22 666.590.245,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayet (1) huruf b terdiri dari |enis

pendapatan :
a. Dana Bagi Hasi

1) Semula Rp 49.552.344.592,77

2) Bertambah/ (berkurang) Rp  3.442.050.820,23

Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp  53.094.385.413.00
b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Hp 735.160.880.000,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp (10.4586.000,00)

Jumlah dana alokas umum setelah Perubahan Rp 735.150.422.00000
c. Dana Alokasi Khusus

1) Semuia Rp 37.630.000.00C,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp (1.000.000,00)

Jumlah danz alokasi khusus setelah Perubahan Rp 37 .629.000.000,00

(4] Lan-lain pendapatan daerah yang ssh sebageimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri
dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00

Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan Rp 0,00
b. Dana Darurat

1) Semula Rp 0,00

2) EBerlambah/ (berkurang) Rp 0,00

Jumlan Dana darurat sefelah perubahan Rp 0,00
c. Dana Bagi Hasll Pajak

1 Semula Rp 40.384.9859.000,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 000

Jumiah Dana Bagi hasil pajak setelah perubahan Rp 40.384.9508.000,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusts

1) Semula Rp 13.573.250.600,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp  4.928,000.000,00

Jumilah Dana Penyesuaian dan otonomi khusus

setelah perubahan Rp 18,502.250.600,00
e. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dan pemerintah daerah lainnya :

1) Semula Rp 16.430 600.000,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00

Jumlah Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari

pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp 16.430.600.000,00

&



Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a, Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp 718.120.031.085,72

2) Bertambah/ (berkurang) Bp  B51.715.566.650.61

Jumlal Belanja lidak langsung setelah pgiubahan Ro 779.835.597 736,33
b Belanja Langsung

1) Semula Rp  3584.185.860.820,00

2) Bertambah/ [berkurang) Rp (17.936.143.877,96)

Jumlah Belanja langsung setelah perubahan Rp  376.209.716.942.04

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
belanja :

a  Belanja pegawai

1) Semula Rp 633495622 108,07

2) Bertambah/ {berkurang) Rp 27.548.388.050,43

Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan Rp 651.044.010.168,50
b Belanja bunga

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/ (berkurarg) Rp 0,00

Jumlah Belanja bunga setelah perubahan Rp €.0C
c. Belanja subsidi

1) Semula Rp 0,00

2) DBerambah/ (berkurang) Rp 0,00

Jumlah Belanja subsidi setelah parubahan Rp ¢,00
d. DBelanja hibah

1)  Semula Rp 823.000.000,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp  21.536.000.C00.00

Jumlah Belanja hibah selelah perubahan Rp 22.359.000.000,00
2. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp 34.012.991.476,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 10.203.725.000,00

Jumiah Belanja hantuan sosial setelah perubahan Rp 44 216 716 476,00
f. Belanja bantuan keuangan

1) Semula Rp 47 423 000.C00,00

2) Bertambah! (berkurang) Rp 283.661.000,00

Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp 47.716.661.000,00

g. Belanja tidak terduga

1) Semula Rp  2.365417.50165

2) Bertamhah! (berkurang) Rp  2.123.792.600 18

Jurmlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 4.499.210.101.83
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(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari jeris belanja :

a

Belanja pegewai

1) Semula Rp 48.518.895.866,00

Z) Bertambah/ (berkurang) Rp  8.987.289.042.00

Jumlah Belanja psgawai setelah perubahan Rp 57.506.184.908,00

Belanja barang dan jasa

1)  Semula Rp 161.666.060.614,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp  1.438.004.874,75

Jumiah Belanja barang dan |asa satelah parubahan Hp 163 106 D685 488,75

Belanja modal

1) Semula Rp 184.008.904 340,00

2) Bertambah/ [berkuranyg) Rp (28.411.437.784,71)

Jurmlah Belanja modal setelab perubehan Rp 155.597.466.54529
Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari -

Penerimaan

1} Semula Ro 1256.400.000.C00,00

Z2) Bertambzah! (berkurang) Rp 15.019.554.636 37

Jumlah Pererimaan peambiayaan setelah perubahan Rp 140.419.554.636,27
Pengeluaran

1) Semula Rp  7.330.000.000,00

2) Bertambah!/ (berkurang) Rp  7.500.000.000,00

Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 14.830.000.0C0,C0

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf (@) terdiri dari jenis pembiayaan -

SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumiah :

1)  Semula Rp 125.000.000.000.00

Z2) Bertambah/ (berkurang) Rp  7.214.005.630 37

Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Rp

perubcahan 122.214.005.630,37

Pencairan Dana Cadangan sejumiah :

1)  Semula Ro 0,00

2) Bertambah! (berkurang) Rp 0,00

Jumlah Pencairan dana cadangan sctelah perubahan Rp 0,00

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah :

1) Semula Rp 0,00

Z) Bertambah! (berkurang) Rp 000

Jurmlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang

dipisahkan setelah perubahan Rp 0,00

Penerimaan pinjaman daeran sejumiah :

1) Semula Rp 0,00

Z)  Bertambah! (berkurang) Rp 0,00

Jumlah Penerimaan pinjaman dasrah setelah perucahan  Rp 0.00
g



e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumiah :

1) Semula Rp 400.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp  7.805.549.00€,00
Jumizh Penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp 8.205.549.005 00

setalzh perubahan

t Penenmaan piutang daerah sajumlan :

1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/ (berkurang) B 0,00
Jumiah Penerimaan piutang daerah selelah perubahan Rp 3,00

(3) Pengeluaizn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b lerdini dari jenis pembiayaan .
a. Pembentukan Dana cadangan sejumlah :

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00

Jumlah Pembentukan dar cadangan setelah perubahan Rp 0,00
b. Penyertagn modal (investasi) peamerintah caerah seumlah :

1) Semula Rp 5.850,000.000,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 5.000.000.000,00

Jumiah Penyertaan modal (investasi) pemerintah

daerah setelah perubahan Rp  10.85C.000.000,00
¢ Pembayaran pakok utang sejumliah ¢

1)  Semula Rp 0,00

2} Bertambah/ (berkurang) Rp 0.00

Jumiah Pembayaran pokck utang setelah perubahan Rp 0,00
d. Pemberian pinjaman daerah sejumiah ;

1) Semula Rp 1.480.000.000.C0

2) Bertambah/ (berkurang) Rp  2.500.000.000.C0

Jumlah Pemberian pinjaman daerah setslah perubahan Rp 3.960.000.000,00

Pasal §

~ Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang fidak
terpisahkan dan Peraturan Daerah ini, terdiri dari

1.
2.

Lampiran |
Lampiran Il

Lampiran llI
Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Ringkasan Perubahanr APBL:

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi SKPD:

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan FPemenntahan Daerah
Orgarisasi SKPD, Pregram dar Kegiatan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Caerah untuk keselarasan dan Keterpaduan
Urusan Pemerntahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

Daftar Perubahan Jumlah Fegawai Fer Golongan dan Per Jabatan;



7. Lampiran VIl Laporan Keuangan Pemerintab Daerah yang tslah ditetapkan dergan
peraturan daerah

8. Lampiran VIIl Daftar kegiatan-kegiatan tshun anggaran sebelumrya yang belum
dicelesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran inj;

9 lampiran IX  Daflar Pinjaman Daerah dan Cbligasi Daerah.
Pasal &

Bupati menetapkan Feraturan tentang perubahan panjabaran anggaran pendapatan dan belanja
daerah sebagai landasan operasional pelaksarnaan

Pasal 7
Peraturan Dagrah ini mulai beriaku pada langgal diundangkan
Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah,

Ditetapkan di!i' nruherlu
Pada tanggal !'. ! AUG. 2003

BUPATI MAS

oﬁ?ﬁ}

Diurdangkan di Purwokerto
Pada tanggal .\1..].. AUG. 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS

...-——--"’i‘ﬁ'"

M ISKANLAR ARIFIN, SKM, MSc

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2009 NOMOR.. 2 SERI A
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